KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   157 TAHUN 2000

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

 KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 52 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta;(Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perimbangan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 (Berita Nrgara RI tanggal 14 agustus 1950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  27 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  52 tahun 2000 tentang Pembentukan dan organisasi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan  Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 39 Tahun 2000);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan kabupaten Bantul;

5. Kepala Dinas  adalah Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;

6. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan yang meliputi , Bagian dan sub Dinas, Sub bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 2

Bagian tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, pengelolaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, peralatan dan perlengkapan serta memberi pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua Unit Kerja.

.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Bagian Tata Usaha  mempunyai fungsi :

a. pelaksanakan urusan umum;

b. pengelolaan, administrasi kepegawaian;

c. pengelolaan administrasi keuangan;

d. pengurusan pengelolaan administrasi peralatan dan perlengkapan;

e. pelayanan administrasi kepada semua Unit Kerja.

.

Pasal 4
Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Kepegawaian;

d. Sub Bagian Peralatan dan Perlengkapan.

Pasal 5

(1) Sub Bagian umum mempunyai tugas  melakukan urusan umum, surat menyurat, penggandaan, kearsipan, perpustakaan dan kerumahtanggaan; 

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

(3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaqan administrasi kepegawaian, penyusunan kebutuhan dan pengembangan pegawai.

(4) Sub Bagian Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola, menyiapkan penggunaan dan menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Bidang Bina Program

Pasal 6

Sub Dinas Bina Program mempunyai  tugas mengumpulkan, mengolah, merumuskan dan menyajikan data, menyusun, merumuskan evaluasi dan mengendalikan program dan anggaran bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, perumusan, penyajian datadan statistik;

b. Penyusunan, perumusan program dan anggaran bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan;

c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi program dan anggaran bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan;

d. Penyusunan laporan.

Pasal 8

Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

a. Seksi Perumusan Rencana dan Program;

b. Seksi Data dan Statistik;

c. Seksi Pengendalian.

Pasal  9

(1) Seksi Perumusan Rencana dan Program mempunyai menyiapkan bahan perumusan rencana, program dan anggaran bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

(2) Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan statistik bidang  Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

(3) Seksi Pengendalian mempunyai tugas mengupulkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Produksi Ternak

Pasal 10

Sub Dians Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan pembibitan, penyebaran dan pengembangan ternak, bimbinngan teknis peternakan meliputi makanan, pengolahan hasil dan peningkatan produksi ternak.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Sub Dinas Produksi Ternak mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan bimbingan teknis reproduksi;

b. Pelaksanaan bimbingan pembibitan ternak;

c. Pelaksanaan bimbingan, pengawasaan, peredarang dan penggunaan pakan;

d. Pelaksanaan bimbingan kajian terap;

e. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengolahan ternak.

Pasal 12

Sub Dinas Produksi Ternak terdiri dari :

a. Seksi Bibit;

b. Seksi Pakan;

c. Seksi Bimbingan dan Kaji Terap;

d. Seksi Redistribusi dan Pengolahan Ternak.

Pasal 13

(1) Seksi Bibit mempunyai tugas membrikan bimbingan produksi ternak bibit pedesaan, memantau, mengawasi mutu ternak bibit, menguji populasi dasr ternak dan memantau kinerja ternak bibit.

(2) Seksi Pakan mempunyai tugas memantau pengadaan, pengedarandan penggunaan pakan ternak, mengawasi mutu dan bahan pekan ternak, melakukan bimbingan penyediaan dan penyiapan lading penggembalaan sertaareal hijauan pakan ternak.

(3) Seksi Bimbingan dan Kaji Terap mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, memberikan bimbingan kaji terap teknologi dan memfasilitasi aplikasi teknologi di bidang peternakan.

(4) Seksi Redistribusi dan Pengolahan Ternak mempunyai tugas membimbing redistribusi ternak, mel;aksanakan, mengumpulkan, menyeleksi, menyebarkan kembali ternak bibit, membina dan membimbningpengolahan penyebaran ternak potong, unggas, perah dan aneka ternak.

Bagian Keempat

Sub Dinas Bimbingan Usaha

Pasal 14

Sub Dinas Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pemantauan, bimbingan usaha peternakan, kelautan dan perikanan yang meliputi perijinan, informasi pasar, permodalan, usaha, sumber daya, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, Sub Dinas Bimbingan Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pelayanan usaha peternakan, kelautan dan perikanan;

b. Pemantauan sumber daya Peternakan, Kelautan dan Perikanan;

c. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan hasil Peternakan, Kelautan dan Perikanan;

d. Pelaksanaan bimbingan pemasaran Peternakan, Kelautan dan Perikanan;

e. Pelaksanaan bimbingan kemitraan dan permodalan;

f. Penyelenggaraan perijinan bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

Pasal 16

Sub Dinas Bimbingan Usaha terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Usaha;

b. Seksi Pemasaran;

c. Seksi Pengolahan, Pembianan mutu Bagi Hasil;

d. Seksi Kemitraan dan Permodalan.

Pasal 17

(1) Sub Pelayanan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melayani bidang usaha Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta melayani perijinan.

(2) Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyiapkan datadan menginformasikan pemasaran ternak dan ikan serta tempat penampungan ternak dan ikan.

(3) Seksi Pengolahan, Pembianan mutu Bagi Hasil mempunyai tugas membantu, membimbing, mengawai pengolahan, pembinaan mutu dan bagi hasil ternak dan ikan.

(4) Seksi Kemitraan dan Permodalan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis kemitraan dan permodalan, inventarisasi, pemantauan, penyediaan lahan/areal, ketenagakerjaan, permodalan usaha ternak dan ikan. 

Bagian Kelima

Sub Dinas Kesehatan Hewan

Pasal 18

Sub Dinas Kesahatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengamatan dan penyidikan penyakit, mengadakan pencagahan dan pemberantasan penyakit, pengawasan kesehatan masyarakat veteriner serta pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 19

Untuk: menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Sub Dinas Kesehatan Hewan mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan pengawasan, penyidikan dan epidemologi penyakit hewan serta pemetaan penyakit hewan;

b. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

c. Pelayanan kesehatan hewan;

d. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 20

Sub Dinas Kesehatan Hewan terdiri dari :

a. Seksi Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;

c. Seksi Pengamatan dan Penyidikan;

d. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 21

(5) Seksi Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas menyelenggarkan, mempersiapkan, melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, menyajikan informasi penyakit hewan, membimbing car-cara pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

(6) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan dan membimbing teknis pelayanan kesehatan hewan serta memantau, mengamankan, mengawasi peredaran dan pemakaian obat hewan;

(7) Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan serta epidemologi, melaksanakan pekerjaan laboratorium diagnostik, membuat laporan dan peta penyakit hewan;

(8) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan pemotongan hewan, mengawasi hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, melakukan pengawasan mutu produk peternakan,memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan. 

Bagian Keenam

Sub Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 22

Sub Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Sub Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a. Pemberdayaan, bimbingan, pelaksanaan, evaluasi aksplorasi, eksploitasi, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan serta sumber daya non hayati perairan;

b. Pemberdayaan, bimbingan, dan pelayanan produksi di bidang kelautan dan perikanan;

c. Pemberdayaan, bimbingan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan investasi di bidang kelautan dan perikanan serta pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;

d. Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan;

e. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.  

Pasal 24

Sub Dinas Kelautan Dan Perikanan terdiri dari :

a. Seksi Budidaya dan Pembenihan;

b. Seksi Penangkapan, Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan;

c. Seksi Sarana dan Prasarana;

d. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani Nelayan.

Pasal 25

(1) Seksi Budidaya dan Pembenihan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan inventarisasi , identivikasi, bimbingan teknis, pengembangan dan pengendalian budidaya dan pembenihan ikan air tawar dan air payau termasuk pengembangan teknologi budidaya dan pembenihan serta pengujian dan penerapan teknologi anjuran;

(2) Seksi Penangkapan, Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan di laut maupun di perairan umum, melaksanakan perlindungan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air;

(3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, menyusun rencana kebutuhan dan mengelola sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;

(4) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani Nelayan mempunyai tugas menyiapkan dan memfasilitasi kelembagaan masyrakat petani nelayan, mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan petani nelayan serta pembinaan pemukiman/perumahan masyarakat nelayan.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Rumah Potong Hewan

Pasal 26

Unit pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemotonga hewan, pemerikasaananalisis/diagnosa kesehatan hewan, daging dan melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, UPTD rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan;

b. Pemerikasaan kesehatanhewan dan daging;

c. Pemeliharaan rumah potong hewan;

d. Pemungutan dan penyetoran hasil retribusi;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha;

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pos Kesehatan Hewan

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pos Kesehatan hewan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, kegiatan teknis dan pengembangan kesehatan hewan secara paripurna di wilayah kerjanya serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28, UPTD Pos Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

a. Pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;

b. Pelayanan pengobatan penyakit hewan;

c. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional meliputi upaya penanganan dan pembantuan sarana pelayanan kesehatan hewan, penyuluhan kepada masyarakat, penanganan dan pengelolaan repproduksi, uji coba teknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

d. Pemungutan dan penyetoran retribusi;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pengembangan Bibit dan Hijauan Makanan Ternak

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Bibit dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan kegiatan teknis yang meliputi peningkatan produksi peternakan, bibit ternak, hijauan makanan ternak dengan uji coba penerapan teknologi baru, memelihara produksi hijauan makanan ternak, bibit ternak, melaksanakan pengembangbiakan ternak, melaksanakan percontohan-percontohan peternakan, pembibitan dan hijauan makanan ternak serta melaksanakan tata usaha.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30, UPTD Pengembangan Bibit dab Hijauan Makanan Ternak  mempunyai fungsi :

a. Pengadaan dan distribusi sarana inseminasi buatan dan semen;

b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inseminasi buatan;

c. Pemeliharaan dan pembiakan ternak serta produksi hijauan makanan ternak ;

d. Pelaksanaan uji coba penerapan teknologi modern bibit ternak dan hijauan makanan ternak;

e. Pelaksanaan seleksi bibit;

f. Penyelenggaraan percontohan peternakan dan hijauan makanan ternak;

g. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, pembinaan, pengamanan dan pengendalian tempat pelelangan ikan, hasil tangkapan, menarikretribusi dan menyetorkanhasil retribusi serta laporan kegiatan, melaksanakan lapotran ketatausahaan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32, UPTD Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :

a. Pemanfaatan sarana tempat pelelangan ikan;

b. Pelaksanaan pelayanan tempat pelelangan ikan;

c. Pelayanan jasa tempat pelelangan ikan;

d. Pembinaan pelayanan di tempat pelelangan ikan;

e. Penyelenggaraan ketatausahaan;

Bagian Kesebelas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Balai Benih Ikan

Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyediaan benih, menyediakan tempat jual beli benih ikan tawar, meningkatkan produksi benih /induk air tawar, melaksanakan percontohan pembenihan dan melaksanakan uji coba teknologi pembenihan ikan air tawar serta melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pembinaan ikan air tawar;

b. Pelaksanaan penyediaan benih ikan air tawar;

c. Penyediaan tempat penjualan dan pembelian benih ikan air tawar;

d. Penyelenggaraan percontohan pembenihan ikan air tawar;

e. Pelaksanaan uji coba teknologi pembenihan ikan air tawar;

f. Pelaksanaan pembinaan ketrempilan pembenihan ikan air tawar;

g. Pelaksanaan tata usaha. 

Bagian Keduabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus membantu kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan  keahliannya;
(2) Kelompok jabatan funsional terdiri dari sejumlah petugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(3) Jumlah petugas jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Pembinaan terhabap petugas jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB III

URAIAN TUGAS

Pasal 27

Uraian tugas masing-masing Unit kerja diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.










       Ditetapkan di Bantul










       Pada tanggal 8 Mei 2001











BUPATI BANTUL,










          M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 21 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,






A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 37 TAHUN 2001

